
BUPATI MURUNG RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI MURUBG RAYA 
NOMOR 14 TAHON 2019 

TERTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG BIAVA PENUNJANG PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA 
KABUPATEN MURUNG RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI IIURUNG RAYA, 

Meoirnhaog : a bahwa da)am rangka. meningkatkan dan memantapkan akses 
pendidikan bermutu untu.k mewujudkan Murung Raya 
Cerdas kbususnya Satuan Pend.idikan Anak Usia Dini 
Swasta, maka diperlukan biaya Penunjang Penyelenggaraan 
Pendidikan pada jenjang Pendidikan Swasta untuk Anak 
Usia Dini memberi peluang pendidikan yang lebih merata 
pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh 
wilayah Kabupaten Mun.mg Raya; 

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikao telah 
mengalokasikao dana untuk belanja Biaya Penunjang 
Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak 
UsiaDioiSwasta Tahun Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hnru:f a dan hurnf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan 
Penclidikao pada jeojang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta 
Kabupaten Murung Raya. 

Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun l 945~ 

2. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pu.lang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjacli 
Undang-Undang Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5657); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah 
diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, 
Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 
5410 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah1m 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Peruhaban atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111). 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 
2017 TENT.ANG BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN AN.AK USIA DINI SWASTA KABUPATElf 
MURUNG RAYA. 

PASALI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22 
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak 
Usia Dini Swasta Ka.bupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten 
Mu.rung Raya Nomor 21 Tahun 2017) di ubah sebagai berikut: 

I. Ditambah ketentuan BAB yang mengatur jumlah kuota penerima biaya 
penunjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini swasta 

BABV 
JlJMLAH KUOTA PENERIMA 

Pasal 5 

(1) M~miliki Nomor Pokok Satuan PendldJkan Nasional (NPSN) 
(2) Memiliki peserta diclik berjumlah minimal 10 orang; 
(3) Memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan 

Penyelenggara PAUD Swasta; dan 
(4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
(5) Memiliki ljin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini Swasta. 
II. Ketentuan BAB V Pasal 5 Pembiayaan berubah menjadi BAB VI Pasal 6 

sehingga berbunyi: 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal6 

Biaya penyelenggaraan PAUD Swasta Kabupaten Murung Raya bersumber da.ri 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya. 

- VERIFrKASI / UJI PETIK 
P""<lOUK HtJKUM DAERAH PASAL II 

:.:;~ JGKU~~upa,ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
'S~ BAGIAN HUKUM SETDA , 

KAB. i:it'Gs@ o:rarig mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
PEJAcilPpa · ~n Murnng Raya ini dengan penempatannya dalam Berita 

----B'2ter:!rl+'ff::!rtltmaten Murung Raya 
SEKDA 

ASISTEN 

STAF PENDISTRi2USIAl'J 
- ---D...,,i-tl-nd :gkan di Puruk Cahu 

pada tanggal 08 Juli 2019 

Pj.SE~~~~RAH 
KABUPATAG RAYA, 

NYARUTOlfO TUlfJAN 

Ditetapkan di 
pada tanggal 8 J 

BUPATI 

DERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 14 


